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KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

a.

NOMOR { TAHUN 2018
TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik
Indonesia Anggaran 2018, perlu menetapkan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran,;

bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam lampiran
keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Arsip
Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran pada Arsip Nasional Republik

Indonesia Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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10.

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6138);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

11. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang
Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
12.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Arsip Nasional Republik Indonesia,;

13.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Arsip Statis dan Tsunami;

14.Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Satuan Kerja
Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Arsip Nasional

Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2018.

Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran

2018.

Melimpahkan wewenang kepada Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran untuk:

1. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

2. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
paling kurang di www.anri.go.id,

3. mengusulkan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan

Staf Pengelola Keuangan;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

mengawasi pelaksanaan anggaran;

oo &

menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

8. menyelesaikan perselisihan antar PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

9. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal % WJN 2013

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

A

MUSTARI IRAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;

3. Inspektur Arsip Nasional R.I;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR | TAHUN 2018

TANGGAL 3 JAVMOAR( 2602

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2018

JABATAN DALAM

NAMA GOL JABATAN KEPUTUSAN INI
Kuasa Pengguna
Drs. Sumrahyadi, MIMS v Sekretaris Utama Anggaran (KPA) ANRI

Jakarta

Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
Kearsipan

Plt. Kepala Pusat
Dra. Multi Siswati, MM IV Pendidikan dan
Pelatihan Kearsipan

Kepala Pusat Jasa Kuasa Pengguna

Drs. Muhammad Imam. M v 3 Anggaran (KPA) Pusat
Kearsipan i
Jasa Kearsipan
. g Kuasa Pengguna
Sarip Hidayat, S. Kom, M.Si I\Y Kepala Balai Arsip Anggaran (KPA) Balai

Statis dan Tsunami

Arsip Statis dan Tsunami

KEPALA ARSIP NASIONAYK REPUBLIK INDONESIA,

A

MUSTARI IRAWAN




